
BUPATI BANGKA 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA 

NOMOR 80 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2021 tentang 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi 

Konsesi;  

  b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 
2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti 

Investasi; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas 

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 

1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 

1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 63); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahum 2012 

Nomor 754); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2083); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 

tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara 
pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2149); 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019 

tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak 
Berwujud (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 658);  
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22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa–
Pemberi Konsesi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 765); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
1333); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Tahun 2021 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka 
Nomor 11 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 
Nomor 8 seri D);  

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2022 Nomor 3 seri D); 

28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2012 Nomor 3); 

29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 85 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2021 Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 
66 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 

2022 Nomor 68); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM 

ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 10 TAHUN 
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 10 Tahun 2014    

tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 
Nomor 10) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 68 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaen 

Bangka Tahun 2019 Nomor 73) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi 

sebagai berikut :       

Pasal 5 

(1) Kebijakan akuntansi terdiri dari : 

a.  kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah; 

b.  penyajian laporan keuangan; 

c.  laporan realisasi anggaran; 

d.  laporan arus kas; 

e.  laporan operasional; 

f.  catatan atas laporan keuangan; 

g.  akuntansi pendapatan; 

h.  akuntansi belanja; 

i.  akuntansi piutang; 

j.  akuntansi persediaan; 

k.  akuntansi investasi; 

l.  akuntansi aset tetap; 

m.  akuntansi aset tetap lainnya; 

n.  akuntansi kontruksi dalam pengerjaan; 

o.  akuntansi aset tak berwujud; 

p.  akuntansi kewajiban; 

q.  koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan        

estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan; 

r. laporan keuangan konsolidasian; 

s. penyajian kembali; 

t. pernyataan tanggung jawab bupati, kepala organisasi perangkat     
daerah (OPD) dan bendahara umum daerah (BUD); 

u. perjanjian konsesi jasa – pemberi konsesi; 

v. akuntansi properti investasi. 
 

(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 

Ditetapkan di Sungailiat 

pada tanggal 29 Desember 2022 

BUPATI BANGKA, 

 
Cap/dto 
 

MULKAN   
Diundangkan di Sungailiat 

pada tanggal 29 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA, 
 

Cap/dto 
 
ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 82 
 

 

 

  

 

 
 

 

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 
Cap/dto 

 

SRI ELLY SAFITRI, SH 
PEMBINA IVa 

NIP. 19741008 200501 2 007 
 


